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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2054 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN DZIKIR DAN DOA BERSAMA
DALAM RANGKA MENJELANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan

Dzikir dan Doa Bersama Menjelang Hari Pemungutan
Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun

2024, dipandang perlu menunjuk Pembaca Doa;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Makassar.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara...
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 902);

11. Peraturan ...




11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaaan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik  Indonesia Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
86);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum...
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun
2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan
Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Memerhatikan...




Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

o 1.
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Nota Dinas Nomor : 1298/PK.02.1-ND /7371 /2024 Tanggal
26 November 2024 Perihal Permohonan Pembuatan SK
Pembaca Doa Kegiatan Dzikir dan Doa Bersama Dalam
Rangka menjelang Hari Pemungutan Suara pada
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Dipa Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEMBACA DOA
KEGIATAN DZIKIR DAN DOA BERSAMA DALAM RANGKA
MENJELANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

Menunjuk Pembaca Doa kegiatan Dzikir dan Doa Bersama
dalam rangka Menjelang Hari Pemungutan Suara pada
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan nama
Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Dipa Hibah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Makassar
Tahun 2024

KETIGA ...
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KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat




